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ABSTRAK 
Wr Seger Warsito (B 111 11 436) Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus 
Mengendarai Sepeda Motor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah 
Hukum Kabupaten Bone Tahun 2010-2014). Di Bimbing Oleh H. M. 
Said Karim dan Hj. Haeranah. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menjadi penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu lintas mengendarai 
sepeda motor tanpa surat izin mengemudi di Kabupaten Bone. Serta 
untuk mengetahui upaya-upaya dalam penanggulangan pelanggaran lalu 
lintas mengendarai sepeda motor tanpa surat izi mengemudi yang 
dilakukan oleh remaja di Kabupaten Bone. 
 
 Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis 
dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain bahwa faktor-faktor 
yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas mengendarai sepeda motor 
tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh remaja dalam wilayah 
hukum Polres Bone adalah faktor kealpaan/lupa, ketidaktahuan, 
ketidakdisiplinan, tidak ada larangan membawa sepeda motor ke sekolah, 
dan usia mendapatkan surat izin mengemudi. Untuk mengatasi 
permasalahan ini, telah dilakukan upaya pre-emtif, upaya preventif dan 
upaya represif. Upaya pre-emtif ini dilakukannya sosialisasi tertib lalu 
lintas di tingkat pelajar SD, SMP dan SMA, pembentukan PKS (patroli 
keamanan sekolah) di tingkat SMP dan SMA, Upaya preventif dilakukan 
dengan meningkatkan keberadaan polisi lalu lintas pada setiap pos 
keamanan, sedangkan upaya represifnya adalah melakukan penilangan 
dan penyitaan. 
 
 Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan ialah, Melihat 
pada angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja dari tahun 
ketahun mengalami penurunan, maka dengan ini pihak kepolisian harus 
lebih giat lagi dalam menegakkan aturan dalam berlalu lintas agar tahun-
tahun berikutnya jumlah pelanggaran semakin berkurang sehingga 
terciptanya masyarakat yang patuh dan taat terhadap aturan lalu lintas. 
Pelanggaran lalu lintas mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin 
Mengemudi adalah tindak pidana formil yang artinya pelanggaran ini tidak 
dianggap melanggar jika tidak di atur oleh Undang-Undang, jadi penulis 
menyarankan  peraturan tentang syarat usiamendapatkan Surat Izin 
Mengemudi sepeda motor dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 
diturunkan menjadi 13 tahun atau peraturan tersebut dihapuskan, melihat 
aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan masa kini. Diharapkan 
sekolah-sekolah untuk melarang siswa-siswanya yang belum memiliki 
Surat Izin Mengemudi membawa kendaraan ke sekolah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa 
dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan 
akibatnya. Hampir di semua Negara, terutama di Negara berkembang. 
Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan 
teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian tersebut 
secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat 
dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting 
transportasi juga akan semakin dirasakan. 
Setiap orang dinamis. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup 
dan dinamika hidup. Mengharuskan setiap manusia bergerak dari suatu 
tempat ke tempat lain. Jarak tempat yang akan ditempuh dengan suatu 
wahana atau dengan suatu modal transportasi. 
Remaja yang notabene tergolong sebagai anak dalam perspektif 
hukum berdasarkan beberapa Undang-undang yang mengatur mengenai 
persoalan anak, dan juga termasuk orang dewasa dalam perspektif sosial 
seringkali menjadi objek kemajuan yang diperlihatkan zaman sekarang ini. 
Saat ini remaja telah akrab sebagai pengguna transportasi kendaraan 
roda empat maupun kendaraan roda dua, remaja yang secara psikologis 
masih berada dalam kondisi labil masih menangkap hal-hal baru begitu 
saja karena belum bisa menyaring hal-hal positif ataupun negatif yang 
datang atau yang diterima mereka secara akal sehat. 
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Persoalan remaja yang berada di Negara maju dan yang berada 
dinegara berkembang jelaslah berbeda dari sisi sosial dan pola tingkah 
laku. 
Remaja umumnya terlihat bebas dalam menggunakan kendaraan 
bermotor atau yang lebih sering digunakan oleh kebanyakan remaja 
adalah sepeda motor.  Mereka terlihat berani mengendarai sepeda motor 
di jalan raya tanpa menggunakan helm, bahkan umumnya mereka juga 
belum memiliki SIM, dan belum diberikan STNK oleh orang tua mereka 
untuk dibawa bepergian. Kenakalan remaja juga tidak hanya terbatas 
pada hal tersebut di atas, mereka juga bahkan memodifikasi motor 
mereka. Ada yang sengaja merubah bentuk body standar yang telah 
ditentukan pabrik, mengganti velg, melepas kaca spion standar dan 
menggantinya dengan kaca spion yang lebih kecil, bahkan ada yang sama 
sekali tidak menggunakan kaca spion, serta mengganti lampu utama 
sehingga bukan lagi lampu standar yang digunakan. Dan diantara motor-
motor tersebut banyak motor yang baru. Hal ini sesuai bunyi Pasal 52 
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan: 
“Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, 
mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya 
dukung jalan yang dilalui”. 
 
Jelaslah bahwa jika remaja memodifikasi sepeda motor mereka 
agar terlihat lebih unik dan melupakan komponen-komponen yang 
diperlukan sepeda motor untuk memenuhi standar kelaikan jalan, itu akan 
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sangat membahayakan keselamatan berlalu lintas dari pengendara itu 
sendiri. 
Pada tanggal 22 Juni tahun 2009 lalu, Pemerintah mengesahkan 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang baru yang mencabut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 
dan menyatakannya tidak berlaku lagi. Keberadaan Undang-undang baru 
tersebut diharapkan akan memberikan regulasi dalam dunia 
perlalulintasan dan mampu memecahkan persoalan-persoalan saat ini 
yang sulit dipecahkan. 
Proses sosialisasi Undang-undang baru tersebut pun tidak mudah, 
pasalnya ada beberapa hal baru yang ditekankan dalam pemberlakuan 
Undang-undang tersebut. Contohnya saja setiap pengendara sepeda 
motor harus menggunakan kaca spion standar, Pengendara juga 
diwajibkan menggunakan helm standar berlabel Standar Nasional 
Indonesia (SNI), serta pengendara sepeda motor diwajibkan menyalakan 
lampu utama kendaraan disiang hari berdasarkan bunyi Pasal 107 Ayat 
(2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
“Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu 
utama pada siang hari.”(Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 
2009). 
 
Kriminalitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja saat 
ini memang menjadi perhatian khusus untuk dikaji permasalahannya. 
Mengingat remaja masa kini sangat rentan dan kental akan 
permasalahan- permasalahan sosial yang melekat pada mereka. Stigma 
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yang melekat pada diri remaja akan hal-hal negatif memang tak dapat 
disangkal. Mengingat mereka masih labil secara psikologis dan berada 
pada masa transisi status menuju kedewasaan. 
Sementara di lain sisi setelah Pemerintah mengesahkan Undang- 
undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
dan mencabut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, pihak terkait dalam 
proses sosialisasi Undang-undang tersebut dalam hal ini Satuan Lalu 
Lintas Polri telah melakukan usaha bersama dalam proses sosialisasi 
Undang-undang tersebut kepada masyarakat, termasuk remaja. Akan 
tetapi kenyataannya masih banyak saja yang melanggar peraturan lalu 
lintas yang telah ditentukan tersebut. 
Oleh karena pelanggaran lalu lintas merupakan delik, pelanggaran 
Undang-undang (Wetschending), maka berdasarkan latar belakang 
masalah di atas yang juga merupakan pengamatan penulis bahwa 
kabupaten bone adalah kabupaten yang sedang berkembang dan 
memiliki sejumlah masalah tentang pelanggaran lalu lintas khususnya 
pelanggaran terhadap ke tidak pemilikan surat izin mengemudi yang 
seringkali dilakukan oleh remaja, maka penulis berinisiatif untuk 
mengangkat masalah tersebut sebagai judul Proposal yaitu Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh 
Remaja (Studi Kasus Terhadap Pelanggaran Mengendarai Sepeda Motor 
Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Kabupaten Bone Tahun 
2010 s/d 2014).  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang 
masalah di atas, maka Penulis merumuskan dua permasalahan yang akan 
dijawab dalam penelitian nanti, antara lain : 
1) Apakah faktor penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu 
lintas Mengendarai Sepeda Motor Tanpa Surat Izin Mengemudi 
di Kabupaten Bone? 
2) Bagaimanakah upaya Polres Bonedalam menanggulangi 
pelanggaran lalu lintasMengendarai Sepeda Motor Tanpa Surat 
Izin Mengemudi  oleh remaja? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini diadakan antara lain adalah : 
1) Untuk mengetahui faktor penyebab remaja melakukan 
pelanggaran lalu lintasMengendarai Sepeda Motor Tanpa Surat 
Izin Mengemudi di Kabupaten Bone. 
2) Untuk mengetahui upaya Polres Bone dalam menanggulangi 
pelanggaran lalu lintasMengendarai Sepeda Motor Tanpa Surat 
Izin Mengemudi oleh remaja. 
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 
1) Dari segi teoritis, diharapkan akan memberikan 
sumbanganpemikiran buat masyarakat dan kalangan akademisi 
dalam memahami kriminalitas pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh remaja mengenai faktor-faktor penyebab dan 
bagaimana penanggulangannya. 
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2) Dari segi praktis, diharapakan dengan adanya penelitian 
iniakan menjadi acuan bagi masyarakat dalam peran sertanya 
terhadap persoalan-persoalan perlalulintasan. Dan bagi aparat 
penegak hukum dapat menjadi acuan dan petunjuk dalam 
pengambilan kebijakan dan tindakan dalam penanganan 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Kriminologi 
1. Kriminologi dan ruang lingkupnya 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard 
(1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari 
kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang 
berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan atau penjahat.1 Beberapa sarjana memberikan defenisi berbeda 
mengenaiilmu kriminologi ini diantaranya : 
Bonger memberikan defenisi bahwa kriminologi sebagai 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya.2 
Selanjutnya bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni, 
antara lain ada lima :3 
1) Antropologi Kriminil 
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). 
Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan 
tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda 
seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa 
kejahatan dan seterusnya. 
                                            
1
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 9. 
2
Ibid, hlm. 9. 
3
Ibid, hlm. 9-10 
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2) Sosiologi Kriminil 
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat.Pokok persoalan yang dijawaboleh bidang ilmu ini 
adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
3) Psikologi Kriminil 
Ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. 
4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil 
Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
5) Penologi 
Ialah ilmu tentang berkembangnya hukuman. 
Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa : 
1) Higiene Kriminil 
Usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan.misalnya 
usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan 
undang- undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang 
dilakukan semata-mata untuk mencegah tejadinya kejahatan. 
2) Politik Kriminil 
Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan 
telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan 
kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha 
yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau 
membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata penjatuhan 
sanksi. 
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3) Kriminalistik (policiescientific) yang merupakan ilmu tentang 
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan 
kejahatan. 
Sutherland merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial 
(the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon).” 
Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan 
hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.4 
Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :5 
1) Sosiologi Hukum 
Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukumdilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu 
perbuatan kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-
sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang 
menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum 
pidana). 
2) Etiologi Kejahatan 
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab 
musabab dari kejahatan. 
3) Penology 
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. 
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Thorsten Sellin, defenisi ini diperluas dengan memasukkan 
conductnorms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi sehingga 
penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.6 
Sementara itu, beberapa ahli yang berbeda pendapat dengan 
defenisi yang ditegaskan oleh Sutherland diantaranya:7 
1. Paul Modigdo Mulno memberikan defenisi kriminologi sebagai 
ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 
masalah manusia. 
2. Michael dan Adler berpendapat bahwa Kriminologi adalah 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari 
penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi 
diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan 
oleh para anggota masyarakat. 
3. Wood berpendirian bahwa Istilah kriminologi meliputi 
keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori 
atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan 
penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat 
terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. 
4. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut 
orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan 
tercela itu. 
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5. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam The Sociology of Crime 
and Delinquency memberikan defenisi kriminologi sebagai 
Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan 
untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara 
ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, 
pola-pola danfaktor-faktor kausal yang berhubungan dengan 
kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap 
keduanya. 
Jadi objek studi kriminologi melingkupi : 
1) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan 
2) Pelaku kejahatan dan 
3) Reaksi masyarakat yang ditunjukan baik terhadap perbuatan 
maupunterhadap pelakunya. 
Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru 
dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari 
masyarakat.Adapun Sudarto memberikan defenisi kriminologi sebagai 
suatu pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara 
ilmiah tentang kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan 
(penjahat).8Membahas masalah kriminologi yang merupakan ilmu 
pembantu dalam hukum pidana, maka kita akan mengkaji lapangan ilmu 
ini secara kompleks, karena kriminologi tidak hanya membahas masalah 
faktor-faktor mengapa orang melakukan kejahatan? 
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Bagaimanapenanggulangannya? Tetapi juga bagaimana reaksi 
masyarakat (sanksi) terhadap kejahatan yang dilakukan tersebut? 
Oleh karena itu di bawah ini akan diberikan defenisi perihal 
kejahatansebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan hakikat 
dari kriminologi itu sendiri. 
Berdasarkan tata bahasa, pengertian kejahatan adalah “perbuatan 
atau tindakan jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan 
yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, 
penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.9 
Adapun menurut Bonger tentang kejahatan adalah : 
Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan 
suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) 
diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih 
lanjut seperti defenisi-defenisi yang formil umumnya. Ditinjau dari 
dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari 
perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.10 
 
Selanjutnya R. Soesilo secara garis besar membagi kejahatan ke 
dalam dua bagian, antara lain :11 
1) Kejahatan secara yuridis 
Kejahatan secara yuridis adalah kejahatan untuk semua 
perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan 
yang disebutkan dalam KUH pidana misalnya pembunuhan 
adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUH 
pidana yang mengatur barang siapa dengan sengaja 
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merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun). 
2) Kejahatan dari segi sosiologis 
Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah 
laku manusia walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam 
undang- undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat 
dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut 
menyerang atau merugikan masyarakat. 
Edwin H. Sutherland dan R. Cressey menyebutkan kriminologi 
sebagai “the body of knowledge regarding delinquency and crime as 
social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, 
the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws.”12 
Melalui optik tersebut maka kriminologi berorientasi pada : 
1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep 
kejahatan, siapapembuat hukum dengan faktor-faktor yang 
harus diperhatikan dalampembuatan hukum. 
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, 
mengapasampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta 
faktor-faktor yangmempengaruhinya. 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan 
pidanadan reaksi masyarakat. 
Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi 
kejahatan/penjahat, dikenal teori-teori kriminologi. Menurut Williams III dan 
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Marilyn mcShane teori-teori itu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok 
yaitu :13 
1. Golongan teori abstrak dan teori-teori makro (macro-theories). 
Padaasasnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendiskripsikan 
korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat. Termasuk 
ke dalam macrotheories ini adalah teori anomie dan teori 
konflik. 
2. Teori-teori mikro (micro-theories) yang bersifat lebih konkret. 
Teori iniingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang 
dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal 
(etiologycriminal). Konkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi 
pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam 
teori-teori ini adalah social control theory dan social learning 
theory. 
3. Beidging theories yang tidak termasuk ke dalam kategori 
teorimakro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur social 
dan bagaimana seorang menjadi jahat. 
Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas 
epidemiologi yang menjelaskan rates of crime dan etiologi pelaku 
kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah Subculture Theory dan 
Differential Opportunity Theory. 
Selain klasifikasi di atas Frank P. William III dan Marilyn mcShane 
juga membagi teori kriminologi menjadi tiga bagian lagi, yaitu :14 
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1) Teori Klasik dan Teori Positivis 
Teori klasik membahas legal statutes, struktur pemerintahan, 
dan hak asasi manusia (HAM). Teori ini terfokus pada patologi 
kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal 
individu. 
2) Teori struktural dan teori proses 
Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan 
dan dampak dari tingkah laku. Sementara teori proses 
membahas, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana orang 
menjadi penjahat. 
3) Teori konsensus dan teori konflik 
Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam 
masyarakat terjadi konsensus/persetujuan sehingga terdapat 
nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara 
bersama.Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar 
yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit 
kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai 
pertentangan. 
Selain dari beberapa teori-teori yang telah dipaparkan di atas, ada 
dua bentuk pendekatan sebagai landasan lahirnya teori-teori kriminologi 
dalam sejarah peradaban manusia yaitu : 
1) Spiritualisme 
Teori ini memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara 
kebaikan yang datang dari Tuhan atau dewa dan keburukan 
16 
yang datang dari setan.Seseorang yang telah melakukan 
kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan 
setan (evil/demon). 
2) Naturalisme 
Naturalisme merupakan pendekatan yang sudah ada sejak 
lama berabad-abad yang lalu. Adalah Hippocrates (460 S.M) 
yang menyatakan bahwa “the brain is organ of the mind.” 
Berikut ini adalah penggolongan (tipologi) ajaran-ajaran mengenai 
sebab musabab kejahatan dari beberapa sarjana : 
a. Ajaran Klasik 
Dasar ajaran ini adalah hedonisticpsychology.Menurut ajaran 
ini manusia mengatur tingkah lakunya atas pertimbagan suka 
dan duka. Suka yang diperoleh dari tindakan tertentu 
dibandingkan dengan duka yang diperoleh dari tindakan yang 
sama. 
b. Ajaran Kartografis atau Geografis 
Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan 
dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun 
secara sosial. 
c. Ajaran Sosialis 
Yang menjadi pusat perhatian ajaran ini adalah determinisme 
ekonomis.Ajaran ini memandang kejahatan hanya sebagai 
hasil, sebagai akibat, atau sebagai akibat lainnya. 
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d. Ajaran tipologis 
Dalam kriminologi telah berkembang tiga ajaran yang disebut 
ajaran tipologis atau ajaran bio tipologis. Ketiganya mempunyai 
metodologiyang sama, dengan berdasarkan pada dalil bahwa 
pada dasarnya penjahat berbeda dengan bukan penjahat 
karena memiliki ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya 
kecenderungan luar biasa untuk melakukan kejahatan dalam 
situasi yang tidak mendorong orang lain untuk tidak melakukan 
kejahatan.  
e. Ajaran sosiologis 
Ajaran ini merupakan ajaran yang paling sering melahirkan 
variasi-variasi perbedaan dalam analisa sebab musabab 
kejahatan.pokok pangkal dari ajaran ini adalah kelakuan-
kelakuan jahat dihasilkan dari proses yang sama seperti 
kelakuan sosial lainnya. 
2. Teori-teori Kriminologi 
Adapun teori kriminologi yang relevan dalam perkembangan 
masyarakat antara lain adalah : 
a. Teori DifferentialAssociation 
Teori ini tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial 
(socialheritage) tahun 1920 dan 1930.Konkretnya teori 
differentialassociation berlandaskan kepada 
“ecologicalandculturaltransmissiontheory, symbolic interactionism and 
culture conflict theory.” 
18 
 
Selanjutnya Sutherland mengartikan differentialassociation sebagai 
“The contensof the patterns presented in association.” Ini tidak berarti 
bahwahanya pergaulan dengan penjahat yang menyebabkan perilaku 
kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari 
orang lain.15 
b. Teori Anomi 
Teori ini tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial 
(socialheritage). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim 
yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Durkheim 
menggunakan istilah anomi untuk mendeskripsikan keadaan 
“deregulation” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya 
aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu 
apa yang diharapkan orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi. 
Menurut Durkheim teori anomi terdiri dari tiga perspektif, yaitu :16 
1)   Manusia adalah makhluk sosial (man is social animal). 
2) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (human being is 
asosial animal). 
3) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan 
keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut 
sebagai koloni (tending to live in colonies, and his/her survival 
dependent upon moral conextions). 
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c. Teori Sub-Culture 
Pada dasarnya teori ini membahas dan menjelaskan bentuk 
kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Sebagai 
socialheritage, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkintnya 
perilaku konsumptif kelas menengah Amerika. Teori sub-culture ini 
dipengaruhi kondisi intelektual aliran Chicago, konsep anomi Robert K. 
Merton dan Salomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap 
hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari 
komunitas kelas bawah (lowerclass). 
Teori sub-culture dalam kriminologi terbagi atas dua, yaitu : 
1) Teori delinquentsub-culture 
Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen yang berusaha 
memecahkan masalah bagaimana kenakalan sub-culture 
dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi 
sosial dari Shaw dan McKay, teori differentialassociation dari 
Sutherland, dan teori anomi Cohen berusaha menjelaskan 
terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh 
(slum). Jadi teori ini menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di 
kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, 
merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai 
kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika. 
2) Teori differentialopportunity 
20 
Teori ini dikemukakan Richard A. Cloward dan leyod E. Ohlin. 
Teori inimembahas penyimpangan di wilayah 
perkotaan.Penyimpangan tersebut merupakan fungsi 
perbedaan kesempatan yang dimiliki anak- anak untuk 
mencapai tujuan legal maupun illegal. 
Cloward dan Ohlin mengemukakan tiga tipe gang kenakalan sub-
culture, yaitu :17 
a) Criminal Sub-culture, bila masyarakat secara 
penuhberintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelompok 
para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu 
berkorelasi dengan organisasi criminal. 
b) Retreatist Sub-culture, dimana remaja tidak memiliki struktur 
kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku 
menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, 
dan lain-lain). 
c) ConflictSub-culture, terdapat dalam masyarakat yang tak 
terintegrasi, sehingga organisasi menjadi lemah. Gang sub-
culture cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. 
Cirinya adalah adanya kekerasan, perampasan harta benda, 
dan perilaku menyimpang lainnya. 
 
B. Pengertian Pelanggaran 
Istilah pelanggaran berasal dari dasar kata “langgar”.pelanggaran 
(overtreding; violation; contravention) secara terminologi berarti perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang pidana 
ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.18 
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Pengertian di atas dalam kamus hukum hampir sama. Yaitu 
pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari 
kejahatan.19 
Sementara dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, langgar 
berarti bertumbukan; saling menyerang; bertentangan dengan.Sedangkan 
kata melanggar sendiri berarti menabrak; melawan; menyalahi; melewati; 
melalui secara tidak sah; melanda; menyerang; saling melanggar.20 
Menurut Rusli Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo pelanggaran 
adalah delik Undang-undang (wetschending) yaitu perbuatan yang sifat 
melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang 
yang menentukannya.21 
Pelanggaran Undang-undang (wetschending) adalah perbuatan 
yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, 
misalnya, orang yang melanggar larangan, atau tidak melakukan 
kewajiban hukum pidana. 
Sedangkan pelaku pelanggaran disebut dengan “pelanggar” 
(overtreder; law breaker) yaitu orang yang melakukan pelanggaran 
undang- undang pidana.22 
Secara umum, KUHP kita memiliki sistematika pembagian kategori 
tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran.Undang-undang hukum 
pidana kita dalam hal ini KUHP terbagi atas tiga buku. Yaitu buku I 
                                            
19
J.C.T. simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2000 
20
Ahmad A.K Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, 2006 
21
Rusly Effendi dan Ny. Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: 
Lembaga Percetakan dan Penerbit Umi, 1989, hlm. 74 
22
Andi Hamzah, op.cit, hlm. 96 
22 
membahas masalah ketentuan umum (Algemene Bepalingen) dimulai dari 
Pasal 1 s/d 103, selanjutnya buku II membahas mengenai kejahatan 
(misdrijfen) mulai dari Pasal 104 s/d 488, dan terakhir buku III membahas 
mengenai pelanggaran (overtredingen) dari Pasal 489 s/d 569 KUHP. 
 
Achmad Ali membedakan antara kejahatan dan pelanggaran : 
Bagi hukum positif kita di Indonesia, kejahatan adalah delik pidana 
yang diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran adalah 
delik pidana yang diatur dalam buku III KUHP.Di luar KUHP masih 
terdapat undang-undang yang terpisah dalam bidang hukum 
pidana, dimana di dalamnya secara tegas diatur mana yang 
merupakan pelanggaran dan mana yang merupakan kejahatan.23 
 
Lebih jauh lagi Ia memberikan masing-masing contoh perbuatan 
yangmerupakan pelanggaran dan kejahatan : 
Seseorang pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan 
helm, hanya melakukan pelanggaran. Sedangkan seorang yang 
melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan. andaikata pun 
tidak secara tegas pembunuhan dilarang oleh undang-undang, 
namun dalam perasaan si pembunuh pasti merasa bersalah. 
Berbeda halnya dengan tidak mengenakan helm tadi, seandainya 
undang-undang tidak mewajibkan pengendara sepeda motor 
mengenakan helm, maka si pengendara tadi pasti tidak merasa 
bersalah jika tidak mengenakan helm.24 
 
A.S. Alam menggolongkan kejahatan dan pelanggaran berdasarkan 
berat ringannya ancaman pidana :25 
1. kejahatan yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku 
ke- II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll. 
2. pelanggaran yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
buku ke- III KUHP, sperti saksi di depan persidangan yang 
memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan 
dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-
lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa 
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inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukuman denda saja. 
Contohnya banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu 
lintas. 
 
Dari penjelasan dan contoh di atas, kita dapat menyimpulkan 
bahwa baik kejahatan maupun pelanggaran, sama-samamerupakan  
delik. 
Seringkali dalam peristilahan perbuatan melanggar disepadankan 
dengan perbuatan melawan hukum (unlawfulness).Digunakan istilah 
unlawfulness karena adanya perbedaan pendapat dalam pemakaian 
istilah.Dalam bahasa Belanda, sebagian pakar menggunakan istilah 
“onrechmatige daad”, sebagian lagi menggunakan istilah 
“wederrechtelijk.”26 
Unlawfulness dalam bahasa Inggris dapat disinonimkan dengan 
illegal.Para pakar menggunakan istilanya sendiri.Lamintang memakai 
istilah “tidak sah”, Hazewinkel-Suringa memakai istilah zonder 
bevoegdheid (tanpa kewenangan), sedangkan Hoge Raad memakai 
istilah zonder eigenrecht (tanpa hak).27 
Hoge Raad berpendapat onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa 
yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan 
kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik 
dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.28 
Senada dengan Satochid Kartanegara yang berpendapat bahwa 
wederrechtelijk formil bersandar pada Undang-undang, sedangkan 
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wederrechtelijk materiil bukan pada Undang-undang, namun pada “asas-
asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang 
dinamakan algemene beginsel.29 
 
 
 
C. Pengertian Lalu Lintas 
Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti 
sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut 
memang sering serangkai penggunannya terutama di dalam Undang-
undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan 
undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
sebagai berikut : “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan 
sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan 
angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, 
pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.” 
Berbeda halnya dengan pengertian lalu lintas itu sendiri 
berdasarkan pasal 2 adalah sebagai berikut : “Lalu lintas adalah gerak 
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.” 
Lalu lintas di dalam UU No. 22 tahun 2009 didefenisikan sebagai 
gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang 
dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang 
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diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang 
berupa jalan dan fasislitas pendukung. 
Tata cara berlalu lintas di jalan dengan benar diatur dengan 
peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas 
menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian 
arus di persimpangan. 
Pengertian lalu lintas dalam UU No. 22 tahun 2009 sedikit lebih 
berbeda dibanding pengertian dalam UU No. 14 tahun 1992.UU No. 14 
tahun 1992 menempatkan pengertian lalu lintas berada pada pasal 1 dan 
memasukkan hewan sebagai salah satu komponen dalam pasal tersebut. 
Sebagai perbandingan, berikut bunyi pasal 1 UU No. 14 tahun 1992 
“lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.”Dari 
perbandingan di atas kita dapat melihat bahwa sebenarnya kedua 
pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan yang mencolok, karena inti 
sasaran dan tujuannya sama. Djajoesman mengartikan lalu lintas adalah 
pejalan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem dan 
lain-lain, alat angkutan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang 
menggunakan jalan untuk tujuannya.30 
Demikianpun Perkins memberikan penjelasan perihal lalu lintas 
(traffic) sebagai pertalian dengan angkutan dan harta benda di jalan dan 
meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan penarikan benda-benda yang 
dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan ditambah 
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dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan jalan 
umum.31 
Dalam dunia lalu lintas ada tiga komponen utama dalam 
mewujudkan terjadinya lalu lintas, yaitu manusia, sebagai pengguna, 
kendaraan dan jalanyang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan 
yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi 
mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan 
yang memenuhi persyaratan geometrik. 
1. Pelanggaran Lalu Lintas 
Pelanggaran lalu lintas yang terjadi seringkali disebabkan oleh si 
pengemudi sebagai salah satu komponen utama dalam lalu 
lintas.Pengemudi sering tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan 
untuk mengemudikan kendaraan mereka.Disamping itu pengemudi juga 
tekadang melalaikan hal-hal yang diperlukan sebagai kelaikan 
jalan.Termasuk dalam hal ini adalah surat-surat kendaraan yang harus 
dipenuhi, tetapi terkadang tidak dipedulikan. 
Dalam lalu lintas yang sering diperiksa oleh polisi adalah 
persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan antara lain adalah : 
a. Surat izin mengemudi 
b. Surat tanda nomor kendaraan bermotor 
c. Surat tanda coba kendaraan bermotor 
d. Tanda nomor kendaraan bermotor 
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e. Tanda coba kendaraan bermotor  
Adapun pemeriksaan fisik kendaraan tersebut adalah sistem rem, 
sistem kemudi, posisi roda depan, badan dan kerangka kendaraan, 
pemuatan, klakson, lampu-lampu, penghapus kaca, kaca spion, ban, emisi 
gas buang, kaca depan dan kaca jendela, sabuk keselamatan, 
perlengkapan dan peralatan lainnya. 
 
 
2. Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas 
Mengingat UU No. 14 Tahun 1992 telah digantikan oleh UU No. 22 
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka akan disebutkan 
klasifikasikan pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan tersebut. 
1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak 
singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam. (Psl 276 Jo. 
Psl 36 UULAJ). 
2. Memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan 
kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, 
membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor 
yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta 
tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam 
negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe. (Psl 277 Jo. Psl 
50 ayat (1) UULAJ). 
3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di 
Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban 
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cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan 
peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. (Psl 278 Jo. 
Psl 57 ayat (3) UULAJ). 
4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi 
perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu 
lintas. (Psl 279 Jo. Psl 58 UULAJ). 
5. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak 
dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan 
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Psl 280 Jo. Psl 68 
ayat (1) UULAJ). 
6. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yangtidak memiliki Surat Izin Mengemudi. (Psl 281 Jo. Psl 77 
ayat (1) UULAJ). 
7. Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan 
oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Psl 282 
Jo. Psl 104 ayat (3) UULAJ). 
8. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar 
dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu 
keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam 
mengemudi di Jalan. (Psl 283 Jo. Psl 106 ayat (1) UULAJ). 
9. Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, 
klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat 
pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan 
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kedalaman alur ban. (Psl 285 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (3), 
Pasal 48 ayat (2) dan (3) UULAJ). 
10. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar 
aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu 
Lalu Lintas. (Psl 287 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (4a) dan (4b) 
UULAJ).  
11. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar 
aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas. (Psl 287 ayat (2) Jo. Psl 106 ayat 
(4c) UULAJ). 
12. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar 
aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir. (Psl 
287 ayat (S) Jo. Psl 106 ayat (4d) dan (4e) UULAJ). 
13. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar 
aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. (Psl 
287 ayat (5) Jo. Psl 106 ayat (4g) atau Psl 115 a UULAJ). 
14. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak 
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan 
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Psl 288 ayat (1) 
Jo. Psl 106 ayat (5a) UULAJ). 
15. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat 
menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. (Psl 288 ayat (2) 
Jo. Psl 106 ayat (5b) UULAJ). 
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16. Mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain 
Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan 
tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. 
(Psl 290 Jo. Psl 106 ayat (7) UULAJ). 
17. Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar 
nasional Indonesia. (Psl 291ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (8) 
UULAJ). 
18. Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan 
penumpangnya tidak mengenakan helm. (Psl 291 ayat (2) Jo. 
Psl 106 ayat (8) UULAJ). 
19. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan 
lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. (Psl 293 
ayat (1)Jo. Psl 107 ayat (1) UULAJ). 
20. Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu 
utama pada siang hari. (Psl 293 ayat (2) Jo. Psl 107 ayat (2) 
UULAJ). 
21. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau 
berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu 
penunjuk arah atau isyarat tangan. (Psl 294 Jo. Psl 112 ayat (1) 
UULAJ). 
22. mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur 
atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat. (Psl 295 
Jo. Psl 112 ayat (2) UULAJ). 
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23. Mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan. (Psl 
297 Jo. Psl 115 b UULAJ). 
24. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang tidak menggunakan lajur 
yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, 
kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. (Psl 300 a 
Jo. Psl 124 ayat (1c) UULAJ). 
25. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 
Kendaraan dan/atau barang. (Psl 310 ayat (1) Jo. Psl 229 ayat 
(2) UULAJ). 
26. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. (Psl 310 
ayat (2) Jo. Psl 229 ayat (3) UULAJ). 
27. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
berat. (Psl 310 ayat (3) Jo. Psl 229 ayat (4) UULAJ). 
28. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. (Psl 310 ayat 
(4) UUALJ). 
29. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan 
Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan 
kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak 
melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara 
32 
Republik Indonesia terdekat. (Psl 312 Jo. Psl 231 ayat (1) huruf 
a, huruf b, huruf c UULAJ). 
Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih tetap berpatokan 
pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimana yang 
termaktub dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 
tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan 
pelaksanaan yang dimaksud adalah : 
1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang 
AngkutanJalan. 
2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 
TentangPemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. 
3. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 
TentangPrasarana dan Lalu Lintas Jalan. 
4. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 
TentangKendaraan dan Pengemudi. 
Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan 
dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima 
lembar, yakni : 
a. Lembar berwarna merah untuk pelanggar 
b. Lembar warna putih untuk pengadilan 
c. Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri 
d. Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu 
lintaskepolisian 
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e. Lembar berwarna kuning untuk laporan petugas dan 
bagianoperasi lalu lintas kepolisian. 
 
D. Pengertian Surat Izin Mengemudi 
 
 Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi 
dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah 
memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami 
peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan 
bermotor,dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1): 
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis 
kendaraan Bermotor yang dikemudikan, dalam UU No.22 Tahun 
2009 Pasal 77 ayat (1)” 
 
  
 Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) tentunya harus 
memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Di 
dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 81 juga mengatur tentang syarat-
syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, 
persyaratan usia, persyaratan administratif, kesehatan, dan lulus ujian. 
 1. Persyaratan Usia ditentukan paling rendah: 
a) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi          
A,  Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi 
D. 
b) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk SUrat Izin Mengemudi BI, 
dan 
c) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin 
Mengemudi BII. 
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  2. Persyaratan administratif: 
   a) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk. 
   b) Pengisian formulir permohonan, dan 
   c) Rumusan Sidik Jari 
3. Persyaratan Kesehatan: 
 a) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter 
 b) sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.  
 
4. Persyaratan lulus ujian: 
 a) Ujian teori, 
 b) Ujian praktik, dan 
 c) Ujian keterampilan melalui simulator. 
 Dalam UU No 22 Tahun 2009 juga mengatur mengenai sanksi jika 
seseorang tidak memiliki SIM dalam mengendarai sepeda motor, Dalam 
UU No 22 Tahun 2009 Pasal 281: 
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1 000 000 (satu juta 
Rupiah” 
 
E.     Pengertian Remaja 
Istilah asing yang sering digunakan untuk menunjukkan masa 
remaja, menurut Yulia S.D. Gunarsa dan Singgih D. gunarsa (1991) 
antara lain : puberteit, puberty, dan adolescentia.32 Istilah puberty (bahasa 
inggris) berasaldari istilah latin, pubertas yang berarti kelaki-lakian, 
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kedewasaan yang dilandasi oleh sifat tanda kelaki-lakian. Pubescence 
dari kata pubis (pubic hair) yang berarti rambut (bulu) pada daerah 
kemaluan, maka pubescence berarti perubahan yang dibarengi dengan 
tumbuhnya rambut pada daerah kemaluan.33Santrock mendefenisikan 
pubertas sebagai masa pertumbuhantulang-tulang dan kematangan 
seksual yang terjadi pada masa awal remaja. Stanley Hall, usia remaja 
antara 12 sampai usia 23 tahun.34 
Jadi remaja (adolescence) adalah masa transisi/peralihan dari 
masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya 
perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Yang tergolong remaja ini 
berkisar antara usia 12/13-21 tahun. Untuk menjadi dewasa, mengutip 
pendapat Erikson maka remaja akan melalui masa krisis dimana remaja 
berusaha untuk mencari identitas diri.35 
Penggolongan remaja menurut Thornburg terbagi atas 3 tahap, 
yaitu : remaja awal (13-14 tahun), remaja tengah (15-17 tahun), dan 
remaja akhir (18-21 tahun). Masa remaja awal umumnya individu telah 
memasuki pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
sedangkan masa remaja tengah individu telah duduk di bangku Sekolah 
Menengah Atas (SMA), dan remaja akhir umumnya sudah memasuki 
perguruan tinggi atau lulus SMA.36 
Selanjutnya Papalia dan Olds (2001) memberikan defenisi tentang 
remaja sebagai berikut masa remaja adalah masa transisi perkembangan 
antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai 
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pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun 
atau awal dua puluhan tahun.37 
Menurut Adams & Gullota masa remaja meliputi usia antara 11 
hingga 20 tahun. Sedangkan Hurlock (1990) membagi masa remaja 
menjadi masa remaja awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa remaja 
akhir (16 atau 17 tahun hingga 18 tahun). Masa remaja awal dan akhir 
dibedakan oleh Hurlock karena pada masa remaja akhir individu telah 
mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa.38 
Papalia & Olds (2001) berpendapat bahwa masa remaja 
merupakan masa antara kanak-kanak dan dewasa. Sedangkan Anna 
Freud (dalam Hurlock, 1990) berpendapat bahwa pada masa remaja 
terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang 
berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi 
perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka, 
dimana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi 
masa depan.39 
Dari berbagai macam defenisi perihal pengertian dan usia remaja 
yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka penulis menarik sebuah 
kesimpulan bahwa secara umum usia remaja yang dikemukakan oleh 
beberapa ahli berkisar pada awal usia 12 atau 13 tahun hingga 21 atau 22 
tahun. 
Transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian 
perkembangan masa kanak-kanak masih dialami namun sebagian 
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kematangan masa dewasa sudah dicapai. Bagian dari masa kanak-kanak 
itu antara lain proses pertumbuhan biologis misalnya tinggi badan masih 
terus bertambah. Sedangkan bagian dari masa dewasa antara lain proses 
kematangan semua organ tubuh termasuk fungsi reproduksi dan 
kematangan kognitif yang ditandai dengan mampu berpikir secara 
abstrak. 
Yang dimaksud dengan perkembangan adalah perubahan yang 
terjadi pada rentang kehidupan. Perubahan itu dapat terjadi secara 
kuantitatif, misalnya pertambahan tinggi atau berat tubuh; dan kualitatif, 
misalnya perubahan cara berpikir secara konkret menjadi 
abstrak.40Perkembangan dalam kehidupan manusia terjadipada aspek-
aspek yang berbeda. Ada tiga aspek perkembangan yang dikemukakan 
Papalia dan Olds, yaitu:41 
(1) perkembangan fisik 
(2) perkembangan kognitif 
(3) perkembangan kepribadian dan sosial. 
1. Aspek Perkembangan Remaja 
a. Perkembangan Fisik 
Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan- 
perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris dan ketrampilan 
motorik.Perubahan pada tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi dan 
berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual 
dan fungsi reproduksi.Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak- kanak 
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yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang 
cirinya adalah kematangan.Perubahan fisik otak sehingga strukturnya 
semakin sempurna meningkatkan kemampuan kognitif. 
b. Perkembangan Kognitif 
Perkembangan Kognitif Menurut Piaget seorang remaja termotivasi 
untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis 
mereka.Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia 
kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung 
diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka.Remaja sudah 
mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting 
dibanding ide lainnya, lalu remaja juga menghubungkan ide-ide tersebut. 
Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan 
diamati, tetapi remaja mampumengolah cara berpikir mereka sehingga 
memunculkan suatu ide baru. 
Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental 
seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa.Piaget 
mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, 
yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan 
sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja 
untuk berpikir abstrak.Piaget menyebut tahap perkembangan kognitif ini 
sebagai tahap operasi formal. 
Tahap formal operations adalah suatu tahap dimana seseorang 
sudah mampu berpikir secara abstrak.Seorang remaja tidak lagi terbatas 
pada hal-hal yang aktual, serta pengalaman yang benar-benar 
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terjadi.Dengan mencapai tahap operasi formal remaja dapat berpikir 
dengan fleksibel dan kompleks.Seorang remaja mampu menemukan 
alternatif jawaban atau penjelasan tentang suatu hal.Berbeda dengan 
seorang anak yang baru mencapai tahap operasi konkret yang hanya 
mampu memikirkan satu penjelasan untuk suatu hal.Hal ini 
memungkinkan remaja berpikir secara hipotetis.Remaja sudah mampu 
memikirkan suatu situasi yang masih berupa rencana atau suatu 
bayangan. Remaja dapat memahami bahwa tindakan yang dilakukan 
pada saat ini dapat memiliki efek pada masa yang akan datang. Dengan 
demikian, seorang remaja mampu memperkirakan konsekuensi dari 
tindakannya, termasuk adanya kemungkinan yang dapat membahayakan 
dirinya.  
Pada tahap ini, remaja juga sudah mulai mampu berspekulasi 
tentang sesuatu, dimana mereka sudah mulai membayangkan sesuatu 
yang diinginkan di masa depan. Perkembangan kognitif yang terjadi pada 
remaja juga dapat dilihat dari kemampuan seorang remaja untuk berpikir 
lebih logis. Remaja sudah mulai mempunyai pola berpikir sebagai peneliti, 
dimana mereka mampu membuat suatu perencanaan untuk mencapai 
suatu tujuan di masa depan. 
Salah satu bagian perkembangan kognitif masa kanak-kanak yang 
belum sepenuhnya ditinggalkan oleh remaja adalah kecenderungan cara 
berpikir egosentrisme. Yang dimaksud dengan egosentrisme di sini adalah 
ketidakmampuan melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain. 
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Mengungkapkan salah satu bentuk cara berpikir egosentrisme yang 
dikenal dengan istilah personal fabel. 
c. Perkembangan Kepribadian Sosial 
Perkembangan kepribadian adalah perubahan cara berhubungan 
dengan dunia dan menyatakan emosi secara unik, sedangkan 
perkembangan sosial berarti perubahan dalam berhubungan dengan 
orang lain. Perkembangan kepribadian yang penting pada masa remaja 
adalah pencarian identitas diri. Yang dimaksud dengan  pencarian 
identitas diri adalah proses menjadi seorang yang unik dengan peran yang 
penting dalam hidup. 
Perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan 
kelompok teman sebaya dibanding orang tua.Dibanding pada masa 
kanak-kanak, remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah 
seperti kegiatan sekolah, ekstra kurikuler dan bermain dengan 
teman.Dengan demikian, pada masa remaja peran kelompok teman 
sebaya adalah besar.Pada diri remaja, pengaruh lingkungan dalam 
menentukan perilaku diakui cukup kuat. 
Walaupun remaja telah mencapai tahap perkembangan kognitif 
yang memadai untuk menentukan tindakannya sendiri, namun penentuan 
diri remaja dalam berperilaku banyak dipengaruhi oleh tekanan dari 
kelompok teman sebaya. 
2. Kenakalan Anak/Remaja 
Kenakalan anak sering disebut dengan “juveniledelinquency” yang 
diartikan anak cacat sosial.Juveniledelinquency ialah perilaku jahat 
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(dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala 
sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang 
disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu 
mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.42 
Juvenile berasal dari bahasa latin juvenilis, artinya anak-anak, anak 
muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode 
remaja.43Delinquent berasal dari bahasa latin delinquere yang berarti 
terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, 
asosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, 
tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.44 
Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu 
tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang 
dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta 
ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.45 
Dalam kamus besar bahasa indonesia, delinkuensi diartikan 
sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum 
yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah 
terjemahan dari kata “juveniledelinquency” dan dirumuskan sebagai suatu 
kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat 
asocial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum 
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yang berlaku dalam masyarakat.46 Remaja adalah yang dalam usia 
diantara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum 
menikah.47 Pengertian barusan hampir sama dengan pengertian anak 
dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak. 
Kartini Kartono menegaskan bahwa delinquency itu selalu 
mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan 
yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 (dua puluh dua) 
tahun.48 
Sudarsono memberikan penjelasan tentang delinkuensi sebagai 
suatu perbuatan apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan 
dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau 
perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti 
normatif.49 
Andi Mappiare menyatakan bahwa : 
Remaja ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, sedang 
orangtua masih takut memberikan tanggung jawab kepada remaja 
sehingga terus membayangi remajanya.Remaja ingin diakui sebagai 
orang dewasa sementara orangtua masih tidak melepaskannya sebab 
belum cukup untuk diberi kebebasan. Remaja sedang berada dalam 
proses berkembang kearah kematangan atau kemandirian, remaja 
memerlukan bimbingan karena mereka belum memiliki pemahaman atau 
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wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam 
menetunkan arah kehidupannya.50 
Berikut ini adalah wujud perilaku delinkuen, antara lain :51 
a. Kebut-kebutan di jalan raya yang mengganggu keamanan lalulintas 
dan membahayakan jiwa orang lain. 
b. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan 
ketentraman masyarakat sekitar. 
c. Perkelahian antargang, antarkelompok, antarsekolah, dan 
kadangmembawa korban jiwa. 
d. Membolos sekolah lalu bergelandangan, atau bersembunyi 
ditempat terpencil untuk eksperimen kedurjanaan dan tindak 
asusila. 
e. Mengintimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, menyerang, 
merampok,  Melakukan pembunuhan dengan menyembelih 
korbannya. 
f. Berpesta pora dan mabuk-mabukan, seks bebas, 
melakukankekacauan yang mengganggu lingkungan. 
g. Perkosaan, pembunuhan dengan motif seksual, emosi 
balasdendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita, 
dan lain-lain. 
h. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotik yang erat 
bergandengandengan kejahatan. 
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i. Tindakan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa rasa malu 
dengan cara yang kasar, ada seks dan cinta tanpa kendali. 
j. Homoseksualitas, erotisme, anal dan oral, dan gangguan 
seksualpada anak remaja disertai tindakan sadis. 
k. Perjudian dengan bentuk permainan lain dengan taruhan 
sehinggamengakibatkan ekses kriminalitas. 
l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadisdelinkuen, 
dan pembunuhan bayi oleh ibu yang tidak kawin. 
m. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan kekerasan, penculikan dan 
pembunuhan yang dilakukan anak remaja.  
n. Perbuatan asocial dan anti sosial lain yang disebabkan oleh 
gangguan kejiwaan pada remaja psikopatik. 
 
F. Penanggulangan Kenakalan Remaja 
Oleh karena tindakan delinkuen anak remaja banyak menimbulkan 
kerugian materil dan kesengsaraan baik pada pelaku ataupun pada 
korbannya, maka masyarakat dan pemerintah dipaksa untuk melakukan 
tindakan-tindakan penaggulangan baik secara preventif dan kuratif. 
Tindakan preventif yang dilakukan antara lain sebagai berupa :52 
1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. 
2. Perbaikan lngkungan, yaitu daerah slum dan kampung-
kampungmiskin. 
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3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk 
memperbaikitingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan 
mereka. 
4. Menyediakan fasilitas rekreasi yang bagi remaja. 
5. Membentuk badan kesejahteraan anak-anak. 
6. Mengadakan panti asuhan. 
7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan 
korektifdan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada 
anak-anak dan para remaja yang membutuhkan. 
8. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan 
anakdelinkuen, disertai program korektif. 
9. Mengadakan pengadilan anak. 
10. Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan 
kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja. 
11. Mendirikan sekolah bagi anak miskin.  
12. Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja. 
13. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan 
kelompokuntuk membangun kontak manusiawi diantara para 
remaja delinkuen dengan masyarakat luar. 
14. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas untuk 
remaja delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan 
vokasional, latihan hidup bermasyarakat, dan lain-lain. 
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Sedangkan usaha kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen 
antara lain berupa :53 
1. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan 
remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis dan 
kultural. 
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan 
orang tuaangkat dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi 
perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi remaja. 
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau 
ketengah lingkungan sosial yang baik. 
4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib, 
dandisiplin. 
5. Memanfaatkan waktu luang di kamp latihan untuk membiasakan 
diribekerja, belajar, dan melakukan rekreasi sehat. 
6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program latihan 
vokasionaluntuk mempersiapkan remaja delinkuen bagi pasaran 
kerja di tengah masyarakat. 
7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program 
kegiatan-kegiatan pembangunan seperti klinik psikologi untuk 
meringankan dan memecahkan konflik emosional dan 
gangguan kejiwaan lainnya.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang dipilih berlokasi di wilayah hukum 
Kabupaten Bone.Yaitu tepatnya di Kantor Kepolisian Polres Bone dan 
Pengadilan Negeri Watampone. 
Kabupaten Bone adalah kabupaten dengan mayoritas suku bugis 
terbesar di salah satu wilayah dari provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten 
bone terdiri dari 27 kecamatan dengan 333 desa,Kabupaten bone 
mempunyai luas 4,559 Km pesegi dengan jumlah penduduk 717,268 Jiwa. 
Kabupaten Bone terletak antara 4*13’ - 5*6’ LS Dan 119*42, - 120*30’ BT 
atau terletak di pesisir timur Sulawesi Selatan dengan batas-batas 
administrasi sebagai berikut : 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo, Soppeng. 
- Sebelah Timur berbatasan dengan teluk Bone. 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Gowa. 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, 
Barru  
Penduduk Kabupaten Bone jika ditinjau dari segi klasifikasi 
pekerjaanya, tidak ada data akurat.Akan tetapi pada dasarnya pekerjaan 
penduduk kabupaten Bone dapat dikelompokkan pegawai negeri, 
pengusaha, pegawai swasta/karyawan perusahaan, nelayan, termasuk di 
dalamnya petani tambak. 
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Dari kelima sektor pekerjaan tersebut, yang dominan yaitu sektor 
pertanian.Namun demikian adapula diantara mereka yang melakukan 
pekerjaan rangkap, misalnya mereka bertani tapi juga bekerja sebagai 
nelayan, sebagai karyawan tetapi juga bekerja sebagai petani adapula 
pegawai negeri yang bertani. 
Penulis memilih lokasi penelitian Kabupaten Bone dengan 
pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan 
diteliti penulis karena bersandar pada pengamatan selama ini.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di 
lokasipenelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama yaitu remaja yang pernah melakukan pelanggaran 
lalu lintas beserta keterangan-keterangan dari yang bersangkutan. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber 
kedua,dalam hal ini aparat kepolisian lalu lintas selaku penindak 
pelanggaran lalu lintas dan menelaah sumber-sumber tertentu 
seperti dokumen-dokumen, literatur bacaan, karya tulis, peraturan 
perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah  
yang diteliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 
memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian Lapangan (FieldResearch) 
Yaitu melakukan penelitian langsung di lokasi untuk pengumpulan 
data dari responden dalam hal ini pelaku dan aparat, serta pihak- 
pihak yang terkait dengan objek penelitian. 
2. Penelitian Kepustakaan (LibraryResearch) 
Yaitu metode penelitian dengan melakukan penelusuran dan telaah 
sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya 
ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dan 
dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian guna 
memperoleh, mengumpulkan data, dan menilai keakuratannya 
untuk membantu penulis dalam pengembangkan topik bahasan 
yang berkaitan objek penelitian. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data primer maupun sekunder dianalisis 
secara kualitatif, kemudian disajikan dengan bentuk deskriptif, yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang 
berkaitan dengan penulisan proposal ini untuk memperoleh sebuah 
kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Remaja Melakukan 
Pelanggaran Lalu Lintas Mengendarai Sepeda Motor Tanpa 
Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polres Bone. 
 Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 
remaja, artinya berbicara tentang kenakalan remaja, dimana berbicara 
tentang kenakalan remaja tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau 
motivasi sehingga seorang remaja melakukan kenakalan/pelanggaran. 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksudkan 
motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 
atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. 
Menurut Romli Atmasasmita54 bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu: 
motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang dimaksudkan dengan motivasi 
intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak 
perlu disertai dengan perangsangan dari luar, sedangkan motivasi 
ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. 
 Menurut Romli Atmasasmita bahwa yang termaksud motivasi 
intrinsik adalah: 
a. Faktor intelligentia. 
b. Faktor usia. 
c. Faktor kelamin. 
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d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga. 
Faktor yang termaksud motivasi ekstrinsik adalah: 
a. Faktor rumah tangga 
b. Faktor pendidikan dan sekolah  
c. Faktor pergaulan anak 
 
 Dari data yang penulis dapatkan dari pihak Satlantas Polres Bone, 
konsentrasi penulis dalam hal ini ingin mengemukakan kasus pelanggaran 
mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM yang dilakukan oleh 
remaja. 
 Adapun Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone 
berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh remaja tahun 2010 
sampai 2014 dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel 1 
Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone yang dilakukan oleh 
remaja berdasarkan jenis pelanggaran tahun 2010 sampai 2014 
 
No Jenis Pelanggaran 
Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 
1 Kecepatan 1136 387 505 544 155 
2 Surat Surat 4468 3455 1931 2598 1589 
3 Perlengkapan 2494 1510 864 1820 787 
Jumlah 8098 5352 3300 4962 2531 
Sumber: Data Polres Bone 2015 
 Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pelanggaran yang 
paling banyak dilakukan oleh remaja di Kabupaten Bone adalah 
pelanggaran mengenai surat-surat termaksud di dalam nya Surat Izin 
Mengemudi (SIM) yang menjadi konsentrasi penulis. 
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 Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas mengendarai sepeda motor 
tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum 
Polres Bone tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel 2 
Data Pelanggaran lalu lintas mengendarai sepeda motor tanpa surat izin 
mengemudi yang dilakukan oleh remaja di Wilayah Hukum Polres Bone 
Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 
 
No Tahun Jumlah Pelanggaran 
1 2010 4468 
2 2011 3455 
3 2012 1931 
4 2013 2598 
5 2014 1589 
Sumber: Data Polres Bone 2015 
 Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas 
mengendarai sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan 
oleh remaja, setiap tahun rata-rata mengalami penurunan jumlah. Tapi 
jumlahnya tetap tinggi. Yang berarti aparat kepolisian harus lebih 
meningkatkan kinerja dalam menghadapi pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh remaja, agar jumlah pelanggaran semakin berkurang.  
 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ajun Komisaris 
Polisi. Tahang Abdullah selaku  KASAT LANTAS Pada Kepolisian Negara 
Indonsia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kabupaten Bone, Bone, 30 Juni 
2015. Menurutnya faktor-faktor penyebab remaja melakukan pelanggaran 
lalu lintas ialah: 
1) Tidak adanya pengawasan dari orang tua 
2) Banyaknya anak dibawah umur yang sudah menggunakan sepeda 
motor 
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3) Kurangnya kesadaran bagi remaja dalam berlalu lintas yang benar 
4) Tidak adanya tindakan tegas dari pihak sekolah untuk menegur 
siswanya yang tidak memiliki SIM untuk tidak membawa 
kendaraanya ke sekolah. 
 
 Selanjutnya dibawah ini adalah beberapa pelanggaran yang sering 
dilakukan oleh remaja di Kabupaten Bone menurut Ajun Komisaris Polisi. 
Tahang Abdullah, yakni: 
1. Mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar 
nasional Indonesia. (Pasal 291 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (8) 
UULAJ). 
2. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak 
memiliki Surat Izin Mengemudi. (Pasal 281 Jo. Pasal 77 ayat (1) 
UULAJ). 
3. Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, 
lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul 
cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur 
ban. (Pasal 285 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) 
dan (3) UULAJ). 
 Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja juga 
disebabkan karena kurangnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum yang 
dimiliki oleh remaja pada umumnya, Menurut dua pakar yang khusus 
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mengkaji masalah kesadaran hukum, Ewick dan Silbey55, Kesadaran 
hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan 
institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan 
makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan 
Silbey kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya 
merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata 
lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai prilaku dan 
bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas. 
 
 Menurut Achmad Ali56Kesadaran Hukum dibagi Menjadi dua yaitu: 
a) Kesadaran Hukum positif yang identik dengan ketaatan hukum, 
b) Kesadaran hukum negatif yang identik dengan ketidaktaatan 
hukum. 
 Achmad Ali57 juga membuat formulasi dengan bahasa sendiri untuk 
memahami konsep H. C. Kelman yang membagi ketaatan hukum menjadi 
tiga jenis, sebagai berikut: 
a) Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan 
ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus 
menerus. 
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b) Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya pihak lain 
menjadi rusak. 
c) Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati 
aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai 
dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 
 Dari hasil wawancara penulis terhadap 10(sepuluh) remaja di 
Kabupaten Bone 5(lima) diantaranya merupakan siswa SMA dan 5(lima) 
diantaranya siswa SMP, 8(delapan) diantaranya menaati aturan lalu lintas 
karena takut mendapatkan sanksi dari pihak kepolisian lalu lintas dan 
2(dua) diantaranya menaati aturan karena tidak mau melanggar. Dari hasil 
wawancara tersebut dapat disimpulkan kebanyakan remaja mempunyai 
tingkat ketaatan hukum yang paling rendah yaitu ketaatan compliance. 
 Dari data yang penulis dapatkan dari pihak Satlantas Polres Bone 
dan hasil wawancara dengan beberapa siswa di Kabupaten Bone, penulis 
menemukan beberapa faktor penyebab remaja melakukan pelanggaran 
lalu lintas khususnya mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin 
Mengemudi di antaranya: 
a) Faktor Kealpaan/lupa 
 Sebagai seorang manusia tentu kita pernah melakukan khilaf 
atas apa yang telah diperbuat. Tanpa terkecuali remaja terhadap 
pelanggaran lalu lintas yang dalam berlalu lintas lupa membawa 
SIM karena terburu-buru. 
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b) Faktor Ketidaktahuan 
 Pengetahuan remaja tentang berlalu lintas masih kurang 
membuat remaja sering melakukan pelanggaran yang remaja tidak 
ketahui bahwa itu perbuatan yang melanggar, seperti contoh 
remaja mengendarai motor yang tidak memiliki SIM karena tidak  
tahu adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan, yang mengharuskan memiliki SIM ketika 
mengendrai sepeda motor. 
c) Faktor Ketidakdisiplinan 
  Remaja yang mengetahui mengenai adanya peraturan tata 
 cara berlalu lintas, tapi mengabaikan peraturan tersebut karena 
 ketidakdisiplinan remaja tersebut. Kedisiplinan ini diperoleh dari 
 didikan orang tua dan lingkungan pergaulan remaja tersebut. 
 
d) Faktor Tidak Ada Larangan Membawa Sepeda Motor Ke Sekolah 
 Sekolah-sekolah pada umumnya tidak melarang siswanya 
 yang tidak memiliki SIM untuk membawa sepeda motor ke sekolah, 
khusus nya sekolah tingkat SMP yang pelajarnya di usia yang 
belum bisa memiliki SIM, pendidikan yang diterima siswa di sekolah 
pentingnya memiliki SIM  akan membantu mengurangi jumlah 
pelanggaran mengendarai  sepeda motor tanpa SIM yang dilakukan 
oleh remaja. 
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e) Faktor Usia Mendapatkan Surat Izin Mengemudi 
 Faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya 
dengan sebab-sebab pelanggaran, tidak terkecuali pelanggaran 
mengemudikan sepeda motor tanpa SIM yang dilakukan oleh 
remaja. 
 Tabel 3 
Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone berdasarkan tingkat 
pendidikan tahun 2010-2014. 
 
No Tingkat Pendidikan 
Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 
1 SMP 2025 2498 863 1115 501 
2 SMA 4469 2152 1289 1816 731 
3 Perguruan Tinggi 609 218 212 226 60 
Jumlah 7103 4868 2364 3157 1292 
Sumber: Data Polres Bone 2015 
 Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran lalu 
lintas paling banyak dilakukan oleh remaja yang berlatar pendidikan SMA 
dan SMP dibandingkan dengan yang berlatar belakang pendidikan 
perguruan tinggi, dimana kisaran usia SMP adalah 13-15 tahun, SMA 
adalah 16-18 tahun dengan demikian usia 13-18 tahun adalah usia yang 
paling rawan terjadinya kenakalan remaja, apalagi dalam hal pelanggaran 
ketertiban lalu lintas. Dan untuk remaja yang sudah mulai menginjak masa 
kedewasan atau sudah masuk perguruan tinggi yaitu usia 18-21 tahun 
adalah usia yang menaati peraturan lalu lintas. Adapun hasil wawancara 
penulis terhadap 10(sepuluh) remaja di Kabupaten Bone 5(lima) 
diantaranya siswa SMA dan 5(lima) diantaranya siswa SMP yang mana 
10(sepuluh) remaja tersebut sudah dapat mengendarai sepeda motor 
58 
sejak usia 9-13 tahun. Hal ini menandakan bahwa pada kenyataannya 
remaja di usia 13 tahun yang tergolong usia yang sangat belia sudah 
mampu mengendarai sepeda motor yang sebenarnya belum 
diperbolehkan memiliki Surat Izin Mengemudi menurut UU No.22 Tahun 
2009 Pasal 81 ayat (2). 
 
B. Upaya Polres Bone Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas 
Mengendarai Sepeda Motor Tanpa Surat Izin Mengemudi Yang 
Dilakukan Oleh Remaja. 
 Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada 
faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Seseorang yang 
melanggar peraturan lalu lintas bukanlah selalu seorang penjahat 
(walaupun kadang-kadang petugas berhadapan dengan penjahat). 
Seseorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang 
lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. 
 Untuk itu upaya penanggulangan pihak satlantas Polres Bone 
melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau 
tindakan pencegahan represif atau menindak dengan mengkaji ulang 
suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh 
Undang-Undang. Selain itu kepolisian juga mengadakan patrol-patroli rutin 
dan oprasi rutin. Apabila oprasi dan patrol rutin kurang maksimal maka 
pihak satlantas Polres Bone menggelar oprasi khusus lalu lintas. Oprasi 
khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor, baik razia 
kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat-surat 
kendaraan bermotor. 
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Penanggulangan Kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu: 
1. Pre-Emtif 
 Upaya Pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas 
bagi para remaja. Dari hasil wawancara penulis dengan Ajun Komisaris 
Polisi. Tahang Abdullah, upaya penanggulangan awal Satlntas Polres 
Bone dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 
remaja adalah melaksanakan sosialisasi tertib lalu lintas yang dilakukan di 
tingkat SD, SMP, SMA dan pembentukan PKS(patroli keamanan sekolah) 
tingkat SMP dan SMA. Menurut penulis upaya yang dilakukan polisi 
tersebut merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-
norma yang baik sehingga dapat terintenalisasi dalam diri seseorang, 
sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tapi 
tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka hal itu tidak akan 
terjadi. 
2. Preventif 
 Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif. Dalam upaya 
preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukanya kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini Satlantas Polres 
Bone meningkatkan keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang 
berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan 
bagi para remaja yang belum memiliki SIM untuk dapat membawa sepeda 
motor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping. 
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3. Represif 
 Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya kejahatan atau 
pelanggaran yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan 
menjatuhkan hukuman. 
 Adapun kegiatan Satlantas Polres Bone dalam menanggulangi 
pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut: 
1) Tilang 
Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah 
sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk 
menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda 
bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian 
dari pelanggar. 
2) Penyitaan 
Penyitaan dilakukan karena pengendara tidak membawa atau 
mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan 
Surat Izin Mengemudi (SIM). 
 
 Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan pemasalahan dan juga 
mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, walaupun dalam hal 
demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran 
secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap 
mereka yang telah melakukan pelanggaran. 
Adapun menurut Achmad Ruslan faktor-faktor yang menjadikan 
peraturan itu efektif atau tidak, dapat dikembalikan kepada empat faktor 
efektifitas yaitu: 
a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri 
Dalam hal ini apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang 
mengatur mengenai lalu lintas sudah cukup? Dari peraturan perundang-
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undangan yang ada tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang 
terbaru yakni tahun 2009. 
b. Petugas yang menegakkannya 
Petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, 
karena walaupun peraturannya sudah baik tetapi penegak hukum kurang 
baik maka akan timbul masalah. Demikian pula sebaliknya jika 
peraturannya kurang baik tetapi petugas penegaknya baik dapat pula 
menimbulkan masalah. Dalam hal ini meskipun peraturan mengenai lalu 
lintas sudah sangat baik tapi petugas penegak hukum tidak melaksanakan 
tugas dan wewenangnya dengan baik maka potensi pelanggaran lalu 
lintas akan selalu ada. 
c. Fasilitas 
 Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan 
penegakan hukum yang ruang lingkupnya terutama berupa sarana fisik 
yang berfungsi sebagai faktor pendukung, misalnya komputer, kendaraan 
patroli, pos penjagaan lalu lintas. Dalam hal ini kerap kali suatu peraturan 
sudah diperlukan sedang fasilitas yang akan mendukung pelaksanaan 
peraturan tersebut belum tersedia. 
d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan 
tersebut 
 Warga masyarakat sebaiknya bisa berkerjasama dengan aparat 
kepolisian dalam mematuhi segala peraturan yang ada agar tercipta 
efektifitas hukum. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja khususnya 
mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi dalam wilayah 
hukum Polres Bone tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Dengan 
demikian penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari hasil 
penelitian yang dilakukan antara lain : 
1. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan oleh remaja, mengendarai sepeda motor tanpa 
Surat Izin Mengemudi dalam wilayah hukum Polres Bone adalah 
faktor kealpaan/lupa, ketidaktahuan, ketidakdisiplinan, tidak ada 
larangan membawa sepeda motor ke sekolah dan usia 
mendapatkan surat izin mengemudi. 
2. Bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan upaya 
pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif ini dilakukannya 
sosialisasi tertib lalu lintas di tingkat pelajar SD, SMP dan SMA, 
pembentukan PKS (patroli keamanan sekolah) di tingkat SMP dan 
SMA, Upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan keberadaan 
polisi lalu lintas pada setiap pos keamanan, sedangkan upaya 
represifnya adalah melakukan penilangan dan penyitaan. 
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B. Saran 
 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di 
atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Melihat pada angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 
remaja dari tahun ketahun mengalami penurunan, maka dengan ini 
pihak kepolisian harus lebih giat lagi dalam menegakkan aturan 
dalam berlalu lintas agar tahun-tahun berikutnya jumlah 
pelanggaran semakin berkurang sehingga terciptanya masyarakat 
yang patuh dan taat terhadap aturan lalu lintas. 
2. Pelanggaran lalu lintas mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin 
Mengemudi adalah tindak pidana formil yang artinya pelanggaran 
ini tidak dianggap melanggar jika tidak di atur oleh Undang-
Undang, jadi penulis menyarankan  peraturan tentang syarat usia 
mendapatkan Surat Izin Mengemudi sepeda motor dalam Pasal 81 
ayat (2) UU No.22 tahun 2009 diturunkan menjadi 13 tahun atau 
peraturan tersebut dihapuskan, melihat aturan tersebut sudah tidak 
sesuai dengan masa kini. 
3. Diharapkan sekolah-sekolah untuk melarang siswa-siswanya yang 
belum memiliki Surat Izin Mengemudi membawa kendaraan ke 
sekolah. 
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